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ABSTRACT 

Provision of fertilizer subsidies by the government aims to increase yield productivity and 

farmers' income as well as a sustainable environment. The purpose of the study was to evaluate 

the distribution of subsidized fertilizers. The research was carried out from July to September 

2021 in Plampang District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province, using qualitative 

descriptive analysis techniques. Research respondents consisted of farmers receiving subsidized 

fertilizers, retailers of subsidized fertilizers, distributors of subsidized fertilizers, agricultural 

field officers who were directly involved in handling the distribution of subsidized fertilizers. 

Data collection techniques used observation, interviews, observation and documentation. The 

results showed that the implementation of the distribution of subsidized fertilizers in Plampang 

District, Sumbawa Regency related to the six exact methods (type, price, quantity, place, time, 

and quality) requires improvement, so that the fertilizer subsidy policy This provides the greatest 

benefit to farmers. 

Keywords: subsidized fertilizer, distribution, farmers 

ABSTRAK 

Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil dan 

pendapatan petani serta lingkungan yang berkelanjutan. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengevaluasi kegiatan distribusi pupuk bersubsidi. Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli sampai 

dengan bulan September 2021 di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa 

Tenggara Barat, menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Responden penelitian terdiri 

dari petani penerima pupuk subsidi, pengecer pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi,  

petugas pertanian lapangan yang terkait secara langsung dalam mengangani distribusi pupuk 

bersubsidi. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa terkait enam tepat (jenis, harga, jumlah,tempat, 

waktu, dan mutu) memerlukan penyempurnaan, agar kebijakan subsidi pupuk ini memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.  

 

Kata kunci: pupuk subsidi,distribusi, petani  
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PENDAHULUAN 

 

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam penyediaan pangan untuk 

masyarakat, dan menopang sektor lainnya. Pertanian penting untuk ekonomi domestik dan 

pengontrol PDB di beberapa negara berkembang (FAO, 2021), menghasilkan bahan baku untuk 

peningkatan bagi produk sektor industri dan jasa, menghemat devisa yang berasal dari ekspor 

atau produk subtitusi impor, pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industri, dan 

mampu menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (Hendrawan, 2011).  

Pencapaian peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian menjadi tantangan 

pada beberapa komoditas pertanian pada Tahun 2021 oleh pemerintah, yaitu padi (62,5 juta ton), 

jagung (31,9 juta ton), kedelei (0,51 juta ton) (Renstra Kementan 2020-2024). Tantangan 

tersebut menjadi beban yang lebih besar bagi petani pedesaan, khususnya petani kecil 

(Westermann et al., 2018) yang memiliki lahan di bawah 2 hektar (Gathala et al., 2021). Namun, 

pertanian skala kecil menjadi salah satu pendorong terbaik untuk mendorong ketahanan pangan, 

dan pengentasan kemiskinan (Smith et al., 2018), sehingga peningkatan kerja pertanian harus 

dapat dijamin oleh pemerintah dalam mengejar pencapaian produktivitas pertanian secara 

berkelanjutan.  

Peningkatan kerja sektor pertanian sangat dipengaruhi banyak faktor, salah satunya 

pupuk. Pupuk merupakan salah satu input produksi yang menentukan produktivitas, sehingga 

ketersediaan pupuk secara kuantitas, kualitas dan harga harus mendapat jaminan dari 

pemerintah.  Pupuk merupakan salah satu unsur penting dan strategis dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari sistem usahatani (Darwis dan Supriyati, 2013). Pemanfaatan pupuk yang 

memadai dalam jumlah, kualitas dan kontinuitasnya diperlukan untuk meningkatkan kesuburan 

tanah,  dengan perkiraan hasil produksi sebesar 30 sampai 40 % (Burhan et al., 2011). 

Penggunaan input pupuk sangat strategis, selain benih unggul, air dan tenaga kerja (Gunawan, 

2018). 

Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian sebagai upaya dalam 

peningkatan produktivitas, salah satunya dengan menerapkan kebijakan subsidi pupuk, dan 

menjamin ketersediaan serta harga pupuk. Pemberian subsidi oleh pemerintah bertujuan untuk 

meningkatkan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman dengan mempertahankan daya beli petani 

atas jenis pupuk tertentu. Subsidi dan kebijakan pertanian dapat memiliki dampak ekonomi dan 

lingkungan, termasuk efek pada produksi pertanian dan pendapatan petani (Wegren, 2016). 

Keberlanjutan populasi yang berkembang pesat, menjadi tantangan di tengah kelangkaan 

sumber daya dan eksternalitas lingkungan (Durham et al., 2021).  

Kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan 

produksi dan produktivitas sektor pertanian. Subsidi pertanian mendorong spesialisasi pertanian 

dan meningkatkan hasil pertanian (Yi et al., 2016), serta secara langsung mempengaruhi 

pendapatan petani, sedangkan pendapatan dapat ditingkatkan melalui produktivitas pertanian 

dari subsidi (Kirwan et al., 2016). Program pupuk subsidi, meningkatkan produkstivitas kerja 

petani sebesar 71,4% di kelurahan Batu (Hasmi et al., 2021). Evaluasi terhadap keberhasilan 

pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat memenuhi prinsip 6 tepat. Prinsip 6 tepat tersebut 

adalah tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. 

Kementerian Pertanian membuat kebijakan agar distribusi pupuk bersubsidi dapat memenuhi 

asas 6 tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga) (Jorgi et al., 2019), agar petani dapat 

menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi atau 

standar teknis penggunaan pupuk yang di anjurkan. Namun, secara umum indikator 

keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip 6 tepat 

tersebut masih belum sepenuhnya tcrpenuhi. Distribusi pupuk terkendala kelangkaan pupuk, 
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penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi 

ke pasar nonsubsidi dan antar wilayah (Kariyasa dan Yusdja, 2005). Masalah lain yang 

ditimbulkan oleh kebijakan subsidi pupuk, yaitu: distribusi yang tidak adil dan tidak tepat 

sasaran, dualisme pasar, biaya subsidi yang lebih besar dari manfaat. Hadi et al. (2007) 

menjelaskan bahwa, kebijakan subsidi dan sistem distribusi pupuk yang amat komprehensif, 

tidak menjamin ketersediaan pupuk ditingkat petani.  Badan Kebijakan Fiskal (2017) 

menyebutkan masalah yang muncul akibat terdapat dua pupuk di pasaran (subsidi dan 

nonsubsidi), di antaranya: pengoplosan pupuk subsidi dan nonsubsidi, penyebaran isu tentang 

kelangkaan pupuk bersubsidi sehingga harganya mahal, terjadi penimbunan dan penggantian 

kemasan pupuk subsidi menjadi pupuk tidak disubsidi. Keterbatasan akses ke input pertanian 

tetap menjadi penghalang penting untuk meningkatkan pertanian produksi di negara 

berkembang (Anglade et al., 2021). Kekhawatiran sosial dan perubahan pasar pangan dapat 

meningkatkan hubungan antara para pelaku dalam rantai nilai pertanian pangan, dan menjadi 

ukuran kelembagaan untuk memastikan kualitas dan kuantitas input untuk distributor (Ragasa 

et al., 2018).  

Permasalahan yang menghambat pendistribusian kebutuhan pupuk bersubsidi akan 

berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi petani atau kelompok tani 

sehingga berimbas pada menurunnya produktivitas hasil tani dan menurunnya pendapatan 

petani. Pendistribusian pupuk bersubsidi yang belum optimal akan berdampak pada tidak 

tercapainya ketersediaan enam prinsip tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat 

tempat, tepat waktu, dan tepat mutu serta kehidupan petani (Adnyana et al., 2019). Suryana et al. 

(2016) menjelaskan bahwa permasalahan utama kinerja subsidi pupuk pada sisi perencanaan, 

distribusi dan pengawasan, termasuk keterbatasan anggaran belanja pemerintah. 

Perbaikan distribusi pupuk bersubsidi sangat membutuhkan informasi dalam memperbaiki 

aransemen kelembagaan kebijakan subsidi harga pupuk, utamanya enam tepat pada subsidi 

pupuk yang merujuk pada tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat tempat, tepat harga dan tepat 

waktu. Distribusi sebagai aktivitas pemasaran yang menciptakan nilai tambah produk yang 

dapat merealisasikan kegunaan bentuk, waktu, tempat dan kepemilikan, serta mampu 

mempelancar arus saluran distribusi (Rahmaningsih et al., 2021), Ketersediaan pupuk yang 

berkualitas dan mampu untuk mencukupi kebutuhan untuk produksi petanian sangat dibutuhkan 

untuk keberlangsungan usahatani di Kabupaten Sumbawa. Tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisis pelaksanaan distrubusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Empang, Kabupaten 

Sumbawa, Propinsi NTB. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa 

Tenggara Barat dari bulan Juli sampai dengan bulan September 2021 dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive, yaitu salah satu 

kecamatan yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani padi sawah, jagung, 

penerima pupuk bersubsidi, dan terdapat masalah terkait enam tepat. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi (field Obsevation), survei (Field Survey), wawancara (Interview 

Method), dan kuisioner. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer terdiri dari karakteristik responden dan informasi yang berkaitan 

dengan sistem distribusi pupuk di tingkat petani. Data sekunder terdiri dari data pendukung yang 

dikutip dari laporan dan buku statistik instansi terkait. Responden penelitian adalah petani 

penerima pupuk bersubsidi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis 

deskriptif dengan tabulasi data. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Responden Petani 

Karakteristik responden meliputi identitas responden yang terdiri dari: umur, luas lahan, 

jenis usaha tani, dan jenis pupuk.  

1. Umur  

Umur sangat erat kaitannya dengan kemampuan fisik. Responden penelitian memiliki 

usia produktif sebesar 100%, dengan rentang umur ≤ 30 tahun dan 41 – 45 tahun (44%). 

Petani pada usia produktif memiliki kemampuan fisik yang baik dalam mengelola 

usahataninya dibanding dengan petani usia tidak produktif. Usia produktif dapat menjadi 

asset sumberdaya yang akan dapat mendorong pendukung percepatan adopsi teknologi 

usahatani (Ayu et al., 2018a). Aspek umur merupakan salah satu identitas yang dapat 

dijadikan indikator untuk mengungkapkan posisi seseorang dalam hubungannya dengan 

produktivitas kerja. Umur dioperasionalkan sebagai aktivitas kehidupan pria dan wanita 

pertanian lahan kering (Sindhuja dan Ashokan, 2018). 

2. Luas Lahan Pertanian 

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi hasil produksi 

usahatani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki lahan 

untuk pertanian seluas 1,01 – 2,00 ha (52 %). Luas lahan terkecil seluas ≤ 1,00 Ha (30%) 

dan terbesar 4,01-≥ 5,01 Ha (4%), yang disertai ketidakpastian dalam pengelolaannya. 

Semakin sempit lahan yang digunakan untuk usahatani, maka jumlah yang dihasilkan akan 

semakin rendah, kecuali bila suatu usahatani dijalankan dengan menerapkan teknologi yang 

tepat. Lahan yang dimiliki sering tidak subur dan terpencar-pencar dalam beberapa petak.  

3. Jenis Usahatani 

Usahatani yang banyak di lakukan oleh petani di Kecamatan Plampang  yaitu usahatani 

jagung (56%) dan usahatani padi (16%). Sebagian besar usahatani padi dan jagung di 

usahakan dengan pola tanam dengan tanaman padi dan jagung serta mengandalkan hujan 

untuk lahan kering dan irigasi untuk sawah. Penggunaan pola tanam dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan air dan peningkatan pendapatan petani (Ayu et al., 2018b). Faktor jenis 

tanaman yang diusahakan, dan teknologi berdampak pada faktor perantara seperti koperasi, 

akses pasar, pengetahuan dan keterampilan, kualitas produk, teknologi, dan dukungan dapat 

mempengaruhi pendapatan petani. Faktor-faktor tersebut kemudian mempengaruhi kapasitas 

yang dapat meningkatkan daya saing petani. Daya saing yang lebih kuat, harga yang lebih 

tinggi, peningkatan produktivitas, dan biaya yang lebih rendah dapat secara signifikan 

meningkatkan pendapatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam jangka panjang (Hoang, 

2021). 

3. Jenis Pupuk 

Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk 

mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan 

baik. Mayoritas petani di Kecamatan Plampang  menggunakan jenis pupuk kimia, yaitu 

NPK, Urea, dan Za (52 %), dan pupuk organik (26%). Pupuk kimia banyak digunakan di 

banyak bidang pertanian dan telah berkontribusi untuk mencapai ketahanan pangan global 

(Gourevitch et al., 2018; Kopittke et al., 2018; Liu et al., 2020). Penambahan pupuk organik 

yang dilakukan oleh petani, dengan kombinasi pupuk kimia dilakukan untuk memperbaiki 

kesuburan tanah, karena pemberian pupuk kimia secara terus menerus dapat menurunkan 

kesuburan dan menyebabkan keracunan pada tanah. Integrasi pupuk organik dan anorganik 

pupuk akan meningkatkan produksi tanaman dan kelestarian lingkungan (Kanton et al., 

2016). 
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Evaluasi Distribusi Pupuk 
Hasil evaluasi distribusi pupuk di wilayah Kecamatan Plampang pada petani, pengecer, 

distributor, dan penyuluh pertanian, sebagai berikut: 

a. Petani: 

1. Tepat Jenis  

Terdapat 6 jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah diantaranya yaitu NPK, SP-36, 

Urea, ZA, NPK formula khusus, Organik. Namun terdapat ketidakesesuaian antara jenis 

yang harus dipakai dengan jenis pupuk yang didapat. Petani mengharapkan agar pupuk 

bersubsidi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan pupuk non subsidi.  

2. Tepat Harga 

Kesesuaian antara harga eceran pupuk yang ditetapkan pemerintah dengan harga 

pupuk yang diperoleh petani. HET pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh pemerintah yang 

berlaku saat ini yaitu Urea Rp .2.250 (Kg/Liter), SP 36 Rp 2.400 Kg/Liter, ZA 1.700 

Kg/Liter, NPK 2.300 Kg/Liter, NPK Formula 3.300 Kg/Liter, Organik Granul 800 Kg/Liter, 

Organik Cair 20.000 Kg/Liter. Ketidaktepatan harga pupuk yang diterima petani dikarenakan 

adanya biaya-biaya tambahan, seperti biaya transportasi dari pengecer ke kios maupun dari 

pengecer langsung ke kelompok tani. Banyak petani yang memiliki lokasi jauh dari kios 

pengecer menambah biaya transportasi dari pengecer sampai ke lahan mereka secara mandiri 

sehingga terdapat biaya tranportasi yang bervariatif dan di akumulasi menjadi biaya pupuk. 

Kelompok tani yang memiliki jarak antara tempat pengencer ke tingkat distributor pupuk 

bersubsidi jauh dan biaya tenaga kerja yang di pakai pengencer, sehingga tingkat pengencer 

menjual pupuknya kepada petani sudah tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) 

dari yang telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan harga yang di proleh pengencer dari 

distributor tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh Kementerian Perdagangan 

(Kartini, 2020). Mokhtar (2019) menyatakan bahwa harga pupuk bersubsidi yang titerima 

oleh petani berbeda-beda yang diterapkan harga rata-rata di atas harga yang seharusnya. 

Panjangnya rantai distribusi dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat memicu harga dan 

potensi berkurangnya pupuk di pasaran (Ragimun et al., 2020). 

3. Tepat Jumlah 

Ketidaktepatan jumlah yang dimaksud oleh petani, yaitu jumlah pupuk yang diberikan 

oleh pemerintah dibatasi hanya 2 ha perKK. Dampak lanjutannya adalah menurunnya jumlah 

produksi dan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Sistem pendistribusian pupuk 

disetiap daerah yang tidak didasarkan pada permintaan aktual atau tidak didasarkan pada 

besarnya kebutuhan petani sesuai tipologi lahannya, mengakibatkan terjadinya kelebihan 

suplai pupuk atau kelangkaan pupuk serta permasalahan belum diketahuinya efisiensi dari 

penggunaan pupuk oleh petani. Petani pengelola lahan kurang dari 0,5 hektar hanya menerima 

40% dari total subsidi pupuk (Rachman dan Sudaryanto, 2010). Perbedaan volume pupuk 

bersubsidi terjadi bukan hanya antara usulan daerah dan alokasi penyediaan dari pemerintah, 

namun terjadi antara alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah dengan realisasi 

penyerapannya. Adanya mismatch (ketidaksesuaian) antara usulan dan rancangan alokasi 

pupuk bersubsidi akan menyebabkan kelangkaan pupuk di lapangan seperti yang terjadi 

hampir setiap musim tanam karena penyediaan pupuk bersubsidi jauh lebih rendah dari 

kebutuhannya (Nugroho et al., 2018). Tidak efisien dan sering Penggunaan pupuk yang tidak 

seimbang menghambat petani untuk mencapai hasil yang diharapkan. Terbukti dari masa 

lalu penelitian bahwa petani telah terpaksa menerapkan pupuk pada tingkat yang tidak tepat 

yang tidak cocok baik dengan kebutuhan hara tanaman tertentu (Bagum, 2021).  

4. Tepat Tempat 
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Pengertian tempat adalah suatu kondisi di mana petani membeli pupuk bersubsidi di 

lini IV atau kelompok tani sesuai ketentuan. Terdapat ketidaktepatan tempat dikarenakan, 

pupuk yang diterima tidak langsung sampai ke rumah petani. Pupuk tersebut didistribusikan 

ke kelompok tani. Panjangnya rantai distribusi dan kesenjangan harga antara pupuk 

bersubsidi dengan pupuk non subsidi juga menyebabkan adanya pengoplosan pupuk subsidi 

dengan non subsidi dan terjadinya pemalsuan pupuk bersubsidi yang akhirnya berimplikasi 

pada kualitas pupuk bersubsidi. Manajemen rantai pasok merupakan aktivitas manajemen 

produksi suatu produk dari awal hingga sampai ke tangan konsumen (Wijayanti et al, 2019). 

5. Tepat Waktu 

Prinsip asas tepat waktu adalah waktu seharusnya petani mendapatkan jatah pupuk 

bersubsidi ketika petani membutuhkannya. Kesesuaian periode ketersediaan pupuk dengan 

jadwal pemupukan yang dilakukan oleh petani. Namun, terdapat ketidaktepatan waktu 

pendistribusian pupuk terjadi oleh karena beberapa hal, yaitu adanya kendala di perjalanan 

seperti macet, kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan penyebrangan mengalami 

kendala. Hal inilah yang menyebabkan pendistribusian tersebut tidak tepat waktu, sehingga 

pada saat masa tanam tiba, pupuk belum tersedia. Darwis et al., 2013 menyatakan bahwa 

produsen dan distributor tidak mengirim pupuk ke distributor atau ke pengencer sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi ini menyalahi tepat waktu dan masalah ini bisa 

diatasi apabila masing-masing lini melaporkan secara berkala atau setiap bulan secara 

berjenjang. Panjangnya rantai pasok yang membutuhkan waktu dapat menjadi latar belakang 

terjadinya penyelewengan distribusi. Penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi, terjadi 

karena kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan, dan bias terhadap sasaran/target 

(Adiraputra et al., 2021). 

6. Tepat Mutu  

Kesesuaian antara karakteristik pupuk yang seharusnya diterima petani khususnya 

kandungan kimiawinya, dengan karakteristik pupuk yang secara nyata diperoleh petani. Asas 

tepat mutu merujuk pada keaslian pupuk bersubsidi yang memiliki standarisasi kualitas 

pupuk. Selain itu beberapa jenis pupuk bersubsidi terkadang memiliki kualitas yang kurang 

baik saat didistribusikan, sehingga petani merasa terganggu dengan kualitas pupuk 

bersubsidi yang diterima. Ketidaktepatan mutu dikarenakan, pupuk bersubsidi mempunyai 

kualitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Petani mengharapkan agar 

pupuk bersubsidi mempunyai mutu atau kualitas yang sama dengan pupuk non subsidi.  

 

Pengecer: 

1. Tepat Jenis  

Beberapa jenis pupuk bersubsidi yang dijual oleh pengecer sesuai dengan yang 

peraturan pemerintah yaitu Urea, NPK, ZA, SP36 dan Organik. 

2. Tepat Harga 

Pengecer mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Namun HET 

tersebut hanya berlaku sampai ke pengecer dalam artian petani mengambil sendiri ke 

pengecer, pada kenyataannya banyak kelompok tani meminta pupuk bersubsidi diantarkan 

ke lokasi kelompok tani. Hal tersebut membuat biaya pupuk bersubsidi menjadi lebih mahal 

dikarenakan harus memberikan tambahan uang ongkir kirim pada sopir. Harga yang 

diperoleh pengecer dari distributor tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh 

Kementrian Perdagangan. 

3. Tepat Jumlah 

Alokasi pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan yang tertera pada RDKK Tani, sehingga 

pemerintah memberikan perhitungan pembagian pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan. 
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Kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah bertujuan untuk menyediakan pupuk dengan 

harga murah bagi petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 2 hektar, sehingga pupuk 

bersubsidi dapat terjamin ketersediaanya dan harganya sesuai HET pupuk. 

4. Tepat Tempat 

Pengecer/kios tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, dikarenakan 

sudah ada aturan dari pemerintah bahwa tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. 

Pembelian pupuk bersubsidi oleh pengecer juga sesuai dengan distributor wilayah kerjanya 

sesuai yang diatur. 

5. Tepat Waktu 

Keterlambatan ketersediaan pupuk pernah terjadi di Kabupaten Sumbawa, 

dikarenakan petani seluruh daerah yang menebus secara bersama dengan gudang 

penyimpanan terbatas. 

6. Tepat Mutu 

Beberapa pengecer mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi, kandungan 

pupuk bersubsidi ini rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian. Kebutuhan pupuk 

bersubsidi petani yang tidak terbatas mengurangi kemungkinan terjadinya pupuk bersubsidi 

yang melewati batas kadaluarsa. 

 

Distributor: 

1. Tepat Jenis  

PT. Bangun Alam Samawa yang mulai berdiri pada tahun 2014 dan berlokasi di Jl. 

Lintas Sumbawa-Bima Km. 18 Batu Ongo Desa Lopok Kecamatan Lopok Kabupaten 

Sumbawa-NTB, merupakan distributor resmi dari PT Petrokimia Gresik and PT Pupuk 

Kaltim. 

2. Tepat Harga 

Distributor mengetahui Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk petani. Harga yang 

diperoleh distributor dari produsen tidak pernah melebihi harga yang sudah diatur oleh dalam 

Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Peraturan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga 

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian, penyaluran pupuk 

bersubsidi dilakukan dengan sistem tertutup melalui rencana definitif kebutuhan kelompok 

(RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) (Gunawan et al., 2020). 

3. Tepat Jumlah 

PT. Bangun Alam Samawa, memiliki wilayah distribusi 8 Kecamatan (Kecamatan , 

Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan 

Labangka, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lantung, dan Kecamatan Orong Telu). Pupuk 

yang diterima sebanyak 5.400 ton/bulan, dengan waktu pendistribusian berbeda-beda per 

bulan tergantung e-RDKK dan kemampuan pengecer dalam menebus pupuk bersubsidi dari 

distributor. PT. Bangun Alam Samawa (PT. Basa) telah menyalurkan pupuk bersubsidi 

sesuai e-RDKK, namun pembatasan oleh jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang diperoleh 

dari produsen. dan adanya kebijakan pembatasan alokasi pupuk bersubsidi kepada petani 

sehingga menyebabkan tidak dapat terpenuhinya seluruh kebutuhan petani terhadap pupuk 

melalui pupuk bersubsidi.  

 

 

 

4. Tepat Tempat 

Distributor tidak dapat menjual pupuk bersubsidi diluar wilayahnya, terlebih dengan 

adanya aturan ketat yang tidak diperbolehkan menjual di luar wilayahnya. Pengadaan dan 
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penyaluran pupuk bersubsidi pada lini III dilakukan melalui produsen kepada distributor 

resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya, pada penyalur lini IV dilakukan 

oleh distributor kemudian menyalurkan kepada pengecer resmi yang ditunjuk di wilayah 

kerjanya, untuk petani/kelompok tani, penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh pengecer 

resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya 

5. Tepat Waktu 

Keterlambatan ketersediaan pupuk bersubsidi kerap kali terjadi di Kabupaten 

Sumbawa, hal ini dikarenakan pembelian ke produsen yang bersamaan dengan distributor 

lain. Lama waktu penyimpanan pupuk tergantung RDKK, didistribusikan langsung ke 

pengecer di Kecamatan Pelampang sebagai salah satu kecamatan yang menjadi wilayah yang 

menjadi tanggung jawab. 

6. Tepat Mutu 

Distributor mengetahui kandungan tiap jenis pupuk bersubsidi melalui uji lab yang 

rutin dilakukan pengecekan oleh Dinas Pertanian ± 3 bulan sekali. 

 

Penyuluh Pertanian:  

1. Tepat Jenis  

Sosialisasi terkait cara membedakan pupuk bersubsidi asli dan palsu sering dilakukan 

oleh Dinas Pertanian pada 18 kecamatan minimal 2 kali sebulan sebelum masa tanam dan 

setelah masa panen. 

2. Tepat Harga 

Pembelian pupuk bersubsidi tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), 

dimana harga pupuk bersubsidi harus sesuai dengan yang tertera dalam: 1) Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 

Anggaran 2021; 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen 

Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; dan 4) Keputusan Direktur 

Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 361/kpts/RC. 210/B/06/2021 tentang 

Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 

Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi 

Tahun Anggaran 2021. 

3. Tepat Jumlah 

Alokasi pupuk bersubsidi tersebut belum sesuai jumlahnya dengan jumlah kebutuhan 

yang tertera dalam RDKK Tani. 

4. Tepat Tempat 

Dalam penjualan atau pembelian pupuk bersubsidi Kelompok Tani, Pengecer dan 

Distributor tidak dapat membeli diluar wilayah kerjanya dikarenakan penggunaan sistem alur 

tertutup. 

5. Tepat Waktu 

Keterlambatan waktu ketersediaan pupuk bersubsidi pada saat masa tanam pernah 

terjadi di Kecamatan Pelampang. 

6. Tepat Mutu 

Kegiatan sosialisasi tetap diselenggarakan untuk mengetahui perbandingan 

kandungan pupuk tiap tanaman pada rapat BPP, dan pengecekan rutin dilakukan. 

Hasil evaluasi distribusi pupuk berdasarkan prinsip enam tepat belum efektif ditingkat 

petani, pengecer, distributor, serta BPP sebagai bagian dari Pemerintah. Ketidakefektifan di 

tunjukkan oleh belum optimalnya kegiatan pada setiap tingkatan, disebabkan oleh: a) Kurangnya 
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Sosialisasi Sistem RDKK Terhadap Kelompok Tani/Petani. Sosialisasi mengenai program 

subsidi pupuk memang terjadi di kalangan masyarakat petani dikarenakan kurang paham dalam 

artian informasi dari pemerintah masih samar-samar sehingga mengakibatkan petani kurang 

mengoptimalkan haknya dalam memperoleh pupuk. Situasi yang demikian bertolak belakang 

dengan prinsip good governance menurut UNDP (Basuki dan Shofwan, 2006) yaitu transparansi 

yang berarti menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui 

penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan 

memadai. Staton (1996) menjelaskan bahwa salah satu sub sistem dalam distribusi fisik adalah 

pengendalian persediaan yang bertujuan untuk memenuhi pesanan pelanggan secara cepat dan 

tepat. Hal ini yang ternyata belum berjalan dengan baik sehingga kelangkaan pupuk terjadi di 

kalangan masyarakat petani. Produsen belum dapat memperkirakan secara tepat kebutuhan 

optimal pesanan pupuk oleh petani sehingga mengakibatkan keadaan persediaan pupuk habis; 

b) Peningkatan Fungsi Pengawasan dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Pengawasan sangat 

perlu ditingkatkan di dalam pendistribusian pupuk guna menghindari adanya kecurangan atau 

penyelewengan yang dapat merugikan banyak pihak. Pengawasan yaitu meningkatkan upaya 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan 

keterlibatan swasta dan masyarakat. Public controlling sebaiknya dijadikan jaminan agar 

pelaksanaan pendistribusian pupuk berjalan sesuai standar yang ditetapkan dalam perencanaan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian, yaitu 

a. Implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi ditinjau dari segi ketepatan tempat, ketepatan 

jumlah, ketepatan harga, ketepatan jenis, ketepatan waktu, ketepatan mutu masih 

memerlukan perbaikan. 

b. Perbedaan harga pupuk  terjadi karena kondisi lokasi, dan pembayaran pupuk yang dilakukan 

setelah panen oleh petani, sehingga menjadi biaya tambahan dan menjadi harga pupuk. 

Saran 

1. Pemerintah harus memastikan percepatan dan mitigasi hambatan implementasi kartu tani di 

daerah. Implementasi penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi harus diperketat dengan 

kolaborasi dari pihak-pihak terkait agar penerima dan pemakaian pupuk bersubsidi dapat 

efektif, tepat sasaran, dan tepat guna.  

2. KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) harus lebih intensif dalam melakukan 

pengawasan terhadap pendistribusian benih/pupuk bersubsidi. 

3. Dinas pertanian harus intensif dalam melakukan sosialisasi ke petani, dan perlunya up date 

data base untuk pengawasan ketepatan penyaluran pupuk Urea, melalui RDKK belum 

menjamin adanya kebenaran luas lahan garapan yang dicantumkan masing masing anggota 

petani. sehingga, kesesuaian data sangat perlu disesuaikan dengan data yang terbaru dari 

Dinas Pertanian.  

4. Dinas pertanian membuat aturan-aturan lokal yang dapat dimengerti oleh petani. 
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